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kuat meyelesaikan karya ilmiyah penulisan skripsi ini yang berjudul “Perlindungan
Hukum Terhadap Konsumen Listrik pada PT. PLN (Persero) Cabang Makassar.”
Shalawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad SAW serta keluarga yang
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2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Ali Parman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Dan
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M.H.Sebagai Dosen Tetap Syariah Dan Hukum sekaligus selaku pembimbing
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4. Kedua Orangtua Ku yang saya hormati dan saya cintai Bapak Drs. Kasang
dan Ibu Maryam yang telah memberikan kasih sayang sepanjang masa,
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5. Seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan motivasi dan selalu
mendukung saya.
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terima kasih atas kebersamaan kalian semua.
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Nama Penyusun : Kusmianto
NIM : 1050109040
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik pada PT.
PLN (Persero) Cabang Makassar.
Dalam rangka usaha untuk melindungi konsumen secara umum dan
mengingat posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh
hukum,karena tujuan hukum adalah memberikan  perlindungan kepada
masyarakat. Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan
konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan
hukum yang terjadi antara para pihak. Maka dari itu telah disahkan Undang-
Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa disingkat
dengan UUPK.
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan
Hukum perlindungan konsumen listrik di PT. PLN (Persero) Cabang Makassar?
dan Upaya-upaya apa yang diakukan konsumen dan PT. PLN dalam mewujudkan
pelaksanaan perlindungan hukum kelistrikan di PT. PLN (Persero) Cabang
Makassar?
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan
Hukum perlindungan konsumen listrik dan Upaya-upaya yang diakukan
konsumen dan PT. PLN dalam mewujudkan pelaksanaan perlindungan hukum
kelistrikan di PT. PLN (Persero) Cabang Makassar yang sesuai dengan undang-
undang perlindungan konsumen dan undang-undang ketenagalistrikan.
Penelitian dilakasanakan di kota Makassar, Sulawesi Sealatan yaitu pada
Kantor PT. PLN (Persero) Cabang Makassar, dimana penulis mengambil data
yang diperoleh secara langsung, baik berupa wawancara langsung terhadap
narasumber di lapangan serta berupa data lainya yang diperoleh melalui
kepusatakaan yang relevan yaitu literatur, dokumen-dokumen serta peraturan
perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut kemudian
dianalisis dengan cara mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum  terhadap
konsumen  PT.PLN  dalam pemanfaatan jasa tenaga listrik belum sepenuhnya
diberikan oleh PT.PLN. upaya-upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan konsumen
listrik apabila dirugikan oleh PT.PLN Cabang Makassar dalam pemanfaatan  jasa
tenaga  listrik. Konsumen dapat  menyampaikan keluhannya  melalui  nonor
telepon 123  atau datang  sendiri  ke  Jalan Monginsidi Makassar.  UUPK  sendiri
telah mengatur  apabila  konsumen  memilih  menyelesaikan  sengketanya
melalui peradilan umum  ataupun  melalui  Badan  Penyelesaikan  Sengketa
Konsumen (BPSK).  Lebih  lanjut  penyelesaian  sengketa  konsumen dengan
pihak  PT.PLN tidak  menutup kemungkinan melalui  penyelesaian damai.
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Perkembangan aktivitas masyarakat banyak menyebabkan perubahan
dalam berbagai bidang di antaranya ekonomi, sosial, pembangunan, dan lain-lain.
Kondisi ini menuntut pemerintah agar dapat menciptakan berbagai macam produk
jasa yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini mengakibatkan barang dan/atau jasa
yang ditawarkan bervariasi, baik produksi dalam maupun luar negeri. Tentunya
hal ini memberikan manfaat kepada konsumen dalam memilih aneka jenis dan
kualitas barang dan/atau jasa yang disediakan. Produk jasa yang dikeluarkan pun
harus menguntungkan konsumen maupun pelaku usaha. Konsumen maupun
pelaku usaha dibatasi oleh peraturan yang dibuat pemerintah sebagai acuan dalam
menjalankan usaha sekaligus untuk melindungi hak-hak konsumen atau pelaku
usaha.
Dalam rangka usaha untuk melindungi konsumen secara umum dan
mengingat posisi konsumen yang lemah, maka ia harus dilindungi oleh
hukum,karena tujuan hukum adalah memberikan  perlindungan kepada
masyarakat.1 Keseimbangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan
konsumen tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang hubungan-hubungan
hukum yang terjadi antara para pihak. Melihat hal itu, sejak tanggal 20 April 1999
telah disahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
1Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,(Jakarta: PT Gramedia Widiasarana
Indonesia, 2004), hal. 11.
2Konsumen atau biasa disingkat dengan UUPK dan mulai diberlakukan pada
tanggal 20 April 2000.2
Dalam Islam mengajarkan bila ingin memberikan hasil usaha baik berupa
barang maupun pelayanan/jasa hendaknya memberikan yang berkualitas,jangan
memberikan yang buruk atau tidak berkualitas kepada orang lain.Seperti












“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari
hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan
dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu
kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau
mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan
ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.3”
Pelaku usaha harus memperhatikan hak-hak konsumen agar dapat tercipta
kerjasama yang baik antara konsumen dan pelaku usaha, mengingat konsumen
2Najmudin Ansorullah, Menyoal Nasib Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
terdapat dalam, Jurnal Najmu. Html.
3 DepartemenAgama RI, Alquran surat Al-Baqarah, ayat 267. 2004.
3tidak secara langsung memiliki hubungan hukum dengan pelaku usaha.4 Hak-hak
konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan
Konsumen (UUPK) yaitu a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa b) Hak untuk memilih barang dan/atau
jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa d) Hak untuk didengar
pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan e) Hak untuk
mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelasaian sengketa
perlindungan konsumensecara patut f) Hak untuk mendapat pembinaan dan
pendidikan konsumen g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan
jujur serta tidak diskriminatif h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi
dan atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
Menurut Pasal 34 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Ketenagalistrikan menyatakan, hak pengguna jasa listrik yaitu a) Mendapat
pelayanan baik b) Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan
keandalan yang baik c) Memperoleh tenaga listrik dengan harga yang wajar d)
Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik e)
Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan
dan/atau kelalaian pengoperasian yang dilakukan oleh Pemegang Izin Usaha
4 J.Widijantoro, “Undang- Undang Perlindungan Konsumen dan Prospek Perlindungan
Konsumen di Indonesia”, makalah disampaikan dalam Diskusi Panel, Bidang  Kajian  Pusat
Studi Hukum, Fakultas Hukum UII, Kamis 23 Maret 2003, hal. 3.
4Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual
beli tenaga listrik, sedangkan kewajiban dari pengguna jasa listrik  yaitu a)
Melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat
pemanfaatan tenaga listrik b) Menjaga keamanan instalasi ketenagalistrikan c)
Memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya d) Membayar uang
langganan atau harga tenaga listrik sesuai ketentuan atau perjanjian e) Konsumen
tenaga listrik bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan
kerugian Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik f) Konsumen tenaga
listrik wajib mentaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.
Pasal 33 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang
Ketenagalistrikan menyatakan kewajiban dari penyedia tenaga listrik yaitu a)
Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang
berlaku b) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan
memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang undangan yang
berlaku di bidang perlindungan konsumen c) Memperhatikan keselamatan
ketenagalistrikan.
Secara umum konsumen dapat diartikan sebagai pengguna barang dan/atau
jasa, tetapi dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang
Ketenagalistrikan, konsumen dapat diartikan setiap orang atau badan yang
membeli tenaga listrik dari Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan. Di
dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang
Ketenagalistrikan, hubungan konsumen listrik atau pengguna jasa listrik dengan
5pihak PT. PLN adalah jual beli tenaga listrik yang diatur dalam Surat Perjanjian
Jual Beli Tenaga Listrik. Dalam perjanjian tersebut pengguna jasa listrik
mengikatkan dirinya untuk membayar rekening listrik dan berhak mendapatkan
tenaga listrik dan/atau pelayanan ketenagalistrikan, dan PT. PLN berkewajiban
menyediakan tenaga listrik serta jasa pelayanan ketenagalistrikan kepada
pengguna jasa listrik sehingga PT. PLN berhak menerima pembayaran berupa
sejumlah uang dari pengguna jasa listrik.
Contoh, peristiwa pemadaman listrik secara mendadak terjadi di Kota
Makassar Jumat, 2 November 2012 menimbulkan gangguan pengolahan air baku
tidak maksimal,sehingga keruh dan berbau.5 Kejadian tersebut juga
mengakibatkan seringnya terjadi kebakaran dibeberapa daerah di Makassar
(Senin, 03 September 2012 13:40). 6
Sehubungan dengan kasus-kasus di atas, mutu keandalan tenaga listrik
PLN, misalnya, harus ada batas-batas keandalan dan kriteria yang lebih jelas,
yaitu antara PLN dan konsumen harus ada saling pengertian. PLN harus dapat
memaharni tuntutan konsumen akan kejelasan kriteria mutu pelayanan yang jelas.
Di sisi lain, konsumen juga harus mernahami, tingkat kemampuan PLN dalam
rnenyediakan tenaga listrik, memang belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan
seluruh lapisan masyarakat, akan tetapi sedikit demi sedikit akan terus
ditingkatkan.
5Ridwan. air keruh karena adanya pemadaman listrik. http://www.fajar.co.id. 2
November 2012.
6Fauzi.terpojok pln serang pemkot. Metro makassar. http://www.beritakotamakassar.com.
Senin ,3 September 2012.
6Berdasarkan uraian dari permasalahan di atas, maka perlu dilakukan kajian
terhadap masalah : “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik pada PT.
PLN (Persero) Cabang Makassar”.
B. Rumusan Masalah
Setelah menguraikan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai benikut:
1. Bagaimana pelaksanaan Hukum perlindungan konsumen listrik di PT. PLN
(Persero) Cabang Makassar?
2. Upaya-upaya apa yang diakukan konsumen dan PT. PLN dalam
mewujudkan pelaksanaan perlindungan hukum kelistrikan di PT. PLN
(Persero) Cabang Makassar?
C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan Hukum perlindungan konsumen
listrik di PT. PLN (Persero) Cabang Makassar
2. Untuk mengetahui Upaya-upaya yang diakukan konsumen dan PT. PLN
dalam mewujudkan pelaksanaan perlindungan hukum kelistrikan di PT.
PLN (Persero) Cabang Makassar.
D. Manfaat penelitian
1. Manfaat Teoritis:
Secara teoretis hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tentang perlindungan
konsumen.
72. Manfaat Praktis
Adapu manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu :
1. Bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai konsurnen listrik dan
2. Sebagai bahan masukan bagi PT. PLN (Persero) Cabang Makassar





Eksistensi hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan seluruh anggota masyarakat.
Pengaturan kepentingan-kepentingan ini seharusnya didasarkan pada
keseimbangan antara memberi kebebasan kepada individu dan melindungi
kepentingan masyarakat. Tatanan yang diciptakan hukum baru menjadi kenyataan
manakala subyek hukum diberi hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo
menyatakan bahwa hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaidah
atau peraturan, melainkan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di
satu pihak yang tercermin dalam kewajiban pada pihak lawan, hak dan kewajiban
inlah yang diberikan oleh hukum.1
Perlindungan hukum menurut pendapat Phillipus Hadjon ada dua bentuk
perlindungan hukum bagi rakyat yaitu: Pertama, perlindungan hukum Preventif
artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan
pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah
terjadinya sengketa. Kedua, perlindungan hukum represif yang bertujuan
menyelesaikan sengketa.2 Konsep awal perlindungan hukum sangat terkait dengan
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1999), h.40
2Phillipus. M. Hadjon, Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina ilmu,
2006),h.5
9pemerintah dan tindak pemerintah sebagai titik sentralnya, sehingga lahirnya
konsep ini dari perkembangan hukum administrasi negara-negara barat.3
1. Pengertian Perlindungan Konsumen
Pengertian perlindungan konsumen termaktub dalam Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang
menegaskan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberikan perlindungan kepada konsumen”. Kepastian hukum untuk
memberikan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan
meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi
tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkembangkan sikap pelaku
usaha yang jujur dan bertanggungjawab.4
Sangat penting untuk dapat melindungi konsumen dari berbagai hal yang
dapat mendatangkan kerugian bagi mereka. Konsumen perlu dilindungi, karena
konsumen dianggap memiliki suatu “kedudukan” yang tidak seimbang dengan
para pelaku usaha. Ketidakseimbangan ini menyangktu bidang pendidikan dan
posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen. Sering kali konsumen tidak berdaya
menghadapi posisi yang lebih kuat dari para pelaku usaha.
Pelindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang ini adalah
adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen.
Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk
memberdayakan konsumen memperoleh atau menetukan pilihannya atas
3 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Ctk.
Kedua, PT Raja Grafindo Persada, 2004),h.78.
4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan Konsumen.
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barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-
haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha. Pemberdayaan konsumen itu
adalah dengan meningkatkan kesadaran kemampuan, dan kemandiriannya
melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat
konsumen.
Di samping itu juga ada kemudahan dalam proses menjalankan sengketa
konsumen yang timbul karena kerugian harta bendanya, keselamatan/
kesehatan tubuhnya, penggunaan dan/atau pemanfaatan produk konsumen.
Perlu diingat bahwa sebelum ada Undang-Undang ini ,”konsumen umumnya
lemah dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan daya tawar”5.
2. Pengertian Konsumen
Bagi para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen
adalah, pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka
oleh pengusaha. Dalam buku A.Z. Nasution yang berjudul aspek-aspek hukum
masalah perlindungan konsumen, istilah konsumen berasal dari bahasa consumer
(Inggris-Amerika) atau  consument (Belanda). Secara harfiah arti kata  consumer
adalah lawan dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang.6
Pengertian konsumen dalam arti umum adalah pemakai, pengguna barang
dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.7 Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK,
konsumen adalah setiap orang pemakai  barang dan jasa yang tersedia dalam
5 Gunawan,Johanes, Hukum  Perlindungan  Konsumen, (Bandung: Universitas  Katolik
Parahyangan, 1999).
6 A.Z. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Diadit Media, 2002,h. 3
7 Ibid, h. 6
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masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,  orang lain maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Berdasarkan pengertian di atas, subyek yang disebut sebagai konsumen
berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan jasa. Menurut
A.Z. Nasution, orang yang dimaksud di  atas adalah orang alami bukan badan
hukum. Sebab yang memakai, menggunakan dan atau memanfaatkan barang dan
atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk
hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan hanyalah orang alami atau manusia.8
Di dalam penjelasan Pasal 1 ayat  (2) Undang-undang Perlindungan
Konsumen (UUPK) disebutkan bahwa di dalam kepustakaan ekonomi dikenal
dengan  istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah
pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara
adalah  konsumen yang menggunakan suatu produk barang atau jasa untuk
membuat barang atau jasa lainnya untuk diperdagangkan.
Batasan-batasan tentang konsumen akhir menurut A.Z. Nasution adalah
setiap orang yang mendapatkan barang  atau jasa yang tersedia di dalam
masyarakat, digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga, atau
rumah tangganya, dan tidak untuk kepentingan komersial.9
Dengan demikian dapat ditarik  kesimpulan bahwa yang dimaksud
konsumen adalah pemakai terakhir dari  barang dan/atau jasa untuk kepentingan




B. Hak dan Kewajiban PLN dan Konsumen
1. Hak dan  Kewajiban  Pelaku  Usaha  Dalam  Undang-Undang
Perlindungan Konsumen
Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Konsumen
(UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 adalah:10
a. Hak untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan
mengenai kondisi  dan nilai  tukar  barang  dan/jasa  yang
diperdagangkan
b. Hak untuk  mendapatkan perlindungan hukum  dari tindakan  konsumen
yang beritikad tidak baik
c. Hak  melakukan pembelaan diri  sepatutnya  didalam  penyelesaian
hukum sengketa konsumen
d. Hak untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum
bahwa  kerugian  konsumen  tidak diakibatkan  oleh barang  dan/jasa
yang diperdagangkan
e. Hak-hak  yang diatur  dalam  ketentuan peraturan  perundangan-
undangan lainnya
Pengaturan   mengenai  kewajiban  dari  pelaku  usaha  tertuang dalam
Pasal 7 UUPK Nomor 8 Tahun 1999, yaitu :
a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
10 UUPK Nomor 8 Tahun 1999
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b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan  jaminan  barang dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan
penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
c. Memperlakukan  atau  melayani  konsumen   secara  benar  dan  jujur
serta tidak diskriminatif.
d. Menjamin  mutu barang  dan/atau  jasa  yang  diproduksi  dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa
yang berlaku.
e. Memberi  kesempatan kepada  konsumen  untuk  menguji,  dan/atau
mencoba  barang  dan/atau  jasa  tertentu  serta  memberi jaminan
dan/atau  garansi  atas  barang  yang  dibuat dan/atau  yang
diperdagangkan.
f.Memberi kompensasi, ganti  rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan.
g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau  jasa  yang  diterima atau dimanfaatkan  tidak  sesuai  dengan
perjanjian
2. Hak  Dan  Kewajiban  Pelaku  Usaha  Dalam  Undang-Undang  Nomor
20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan
Hak pelaku usaha dalam Pasal 32 Undang-undang Ketenagalistrikan
adalah:11
11 Undang-Undang Nomor  20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan
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1. Untuk kepentingan umum, pemegang ijin usaha penyediaan tenaga
listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a, huruf b, dan
huruf c diberi kewenangan untuk :
a. Melintas sungai atau danau baik diatas atau dibawah permukaan;
b. Melintas laut baik diatas maupun dibawah permukaan dan
c. Melintas jalan umum dan jalan kereta api
2. Sepanjang tidak bertentangan dan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan umum  pemegang
ijin usaha penyediaan tenaga listrik juga diberi  kewenangan untuk :
a. Masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk
sementara waktu.
b. Menggunakan tanah, melintas diatas atau dibawah tanah.
c. Melintas diatas atau dibawah bangunan yang dibangun diatas atau
dibawah tanah dan
d. Memotong dan / atau menebang tanaman yang menghalanginya.
3. Dalam melaksanakan kegiatan  sebagaimana yang dimaksud  ayat  (2)
pemegang  izin usaha  penyediaan  tenaga  listrik harus  mendapat
persetujuan terlebih dahulu  dari  pihak  yang  berhak  atas  tanah, bangunan
dan / atau tanaman.
Pengaturan   mengenai  kewajiban  dari  pelaku  usaha  tertuang  dalam
Pasal 33 Undang-Undang Ketenagalistrikan, yaitu :
Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:
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a. Menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan
keandalan yang berlaku.
b. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan
memperhatikan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen.
c. Memperhatikan keselamatan ketenagalistrikan.
3. Hak dan Kewajiban Konsumen
Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sangat sering
terjadi hanya sebatas kesepakatan lisan mengenai “harga” dan “barang dan atau
jasa” tanpa diikuti atau ditindaklanjuti dengan suatu bentuk perjanjian tertulis
yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.12 Agar suatu perjanjian
tersebut sah maka perjanjian tersebut harus memenuhi empat unsur yang telah
ditetapkan dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Selanjutnya dalam pasal 1338 KUH Perdata ditegaskan bahwa semua
perjanjian yag dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya. Artinya selama ada kesepakatan antara para pihak mengenai
harga atas barang dan/ atau jasa antara konsumen dan pelaku usaha maka
12Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani, Op.Cit, h. 25
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perjanjian tersebut mengikat kecuali terdapat kekhilafan atau penipuan atas diri
konsumen.
Dalam pidatonya pada tanggal 15 maret 1962 mantan Presiden Amerika
Serikat John F. Kennedy, pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen
yaitu:13
1. The Right to Safe Product (Hak untuk memperoleh keamanan).
2. The Right to be Informed about Product (Hak untuk mendapatkan
informasi).
3. The Right to be Definite Choices in Selecting Product (Hak untuk memilih).
4. The Right to be Heard Regarding Consumer Interest (Hak untuk didengar).
Kemudian dalam Resolusi PBB No 39/ 248 tanggal 16 April 1985
tentang Perlindungan Konsumen (Giudelines for Consumer Protection) juga
merumuskan berbagai kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, meliputi:
1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan
keamanannya.
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi, sosial konsumen
Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan
kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan
kebutuhan pribadi.
3. Pendidikan Konsumen
4. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif.
13Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo., Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), h.39
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5. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau orang lainnya
yang relevan dan memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk
menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang
menyangkut kepentingan mereka.
Sedangkan dalam pasal 4 Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak konsumen, antara lain:
a) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan atau jasa;
b) Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan
atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan;
c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan atau jasa;
d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa
yang digunakan;
e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;
h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, gantirugi dan atau penggantian,
apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan
perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
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i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya.
Dari sembilan butir hak konsumen yang termuat dalam Undang-undang
Perlindungan Konsumen, terlihat bahwa masalah kenyamanan, kemanan dan
keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam
perlindungan konsumen.
Selain mengatur tentang hak-hak konsumen Undang-undang
Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang kewajiban konsumen yang harus
diperhatikan pula oleh konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-
undang No 8 Tahun 1999, antara lain:
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/ atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.
C. Kedudukan PLN Sebagai BUMN dan Hubungannya dengan Konsumen.
1. Kedudukan PT. PLN (Persero) Sebagai Badan Usaha Milik Negara
Sampai saat ini PT PLN Persero merupakan satu-satunya badan usaha
milik negara yang menyediakan pasokan tenaga listrik bagi rakyat Indonesia.
PT. PLN Persero yang berkedudukan sebagai badan usaha milik negara
merupakan badan usaha yang oleh pemerintah diserahi tugas semata-mata
untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
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Hal tersebut seperti termuat dalam pasal 7UU 15 tahun 1985 Tentang
Ketenagalistrikan juncto pasal 3 ayat 1 dan 13 Peraturan Pemerintah No 10
tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik menyatakan
bahwa dalam hal koperasi, swasta, dan BUMN atau lembaga negara lainnya
selaku Pemegang Usaha Ketenagalistrikan dari BUMN yaitu PLN.
Dasar hukum tentang kedudukan PT. PLN Persero sebagai Badan Usaha
Milik Negara juga diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 15 Tahun
1985 tentang Ketenagalistrikan, bahwa usaha penyediaan tenaga listrik
dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang
didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai
pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.
2. Hubungan PT PLN (Persero) dengan Pelanggan atau Konsumen
Hubungan antara PT. PLN Persero dengan pelanggan atau konsumen
dapat terjadi dengan adanya kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah
pihak. Pola hubungan tersebut diatur dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah No
10 Tahun 1985 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, yaitu :
Pasal 25 (Hak pelaku Usaha)
1. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga
listrik diberi hak untuk :
a. memeriksa instalasi ketenagalistrikan yang diperlukan oleh
masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan
tenaga listrik;
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b. mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan
listrik oleh pemakai;
c. mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara
tidak sah.
2. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha.
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum tidak bertanggung jawab
atas bahaya terhadap kesehatan, nyawa, dan barang yang timbul karena
penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau
salah dalam pemanfaatannya.
3. Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha
Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum dalam menyediakan tenaga
listrik wajib :
a. memberikan pelayanan yang baik;
b. menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan
keandalan yang baik;
c. memberikan perbaikan, apabila ada gangguan tenaga listrik;
d. bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa,
kesehatan, dan barang yang timbul karena kelalaiannya.
Sedangkan hak dan kewajiban masyarakat sebagai konsumen listrik
diatur dalam pasal 26 PP 10 tahun 1989 sebagai berikut:
1. Masyarakat di daerah usaha Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan
Untuk Kepentingan Umum berhak mendapat tenaga listrik yang
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disediakan oleh Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan atau
Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum
yang bersangkutan.
2. Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mempunyai hak
untuk :
a. mendapat pelayanan yang baik;
b. mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan
c. keandalan yang baik;
d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga
listrik.
3. Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mempunyai
kewajiban :
a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul
akibat pemanfaatan tenaga listrik;
b. menjaga dan memelihara keamanan instalasi ketenagalistrikan;
c. menggunakan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya.
Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik bertanggung jawab karena
kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi Pemegang Kuasa Usaha
Ketenagalistrikan atau Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk
Kepentingan Umum.
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D. Sanksi Pelanggaran UUPK Nomor 8 Tahun 1999
1. Sanksi Pelanggaran Pelaku Usaha (PLN)
Dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen
sebagaimana dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8
tahun 1999, maka dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Pasal 33
berbunyi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mempunyai fungsi
memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya
mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.
Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan
Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:
a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka
penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut
keselamatan konsumen;
d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya
masyarakat;
e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan
konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat,
lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.
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Sebagaimana fungsi di atas tidak lain untuk meningkatkan dan
mengembangkan perlindungan konsumen.
Adapun sanksi yang diberikan oleh BPSK dalam UUPK Nomor 8 Tahun
1999 terkait pelanggaran bagi pelaku usaha (PLN) yang melanggar  sebagai
berikut :
1. Sanksi Administrasi
a. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi
administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
b. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
c. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
2. Sanksi Pidana
Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau
pengurusnya.
a. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
b. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1)
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huruf d dan huruf f di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
c. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat
tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat
dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:
1. perampasan barang tertentu;
2. pengumuman keputusan hakim;
3. pembayaran ganti rugi;
4. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya
kerugian konsumen;
5. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
6. pencabutan izin usaha.
2. Sanksi Pelanggaran Konsumen
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009
tentang Ketenagalistrikan menjelaskan sanksi dan ketentuan terhadap pihak yang
melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerugian, yaitu :
1. Sanksi Administratif
Sanksi administratif sebagai mana dijelaskan pada bab empat belas pasal 48
Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, sebagai
berikut :
b. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (3), Pasal17 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, Pasal 33
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ayat (3), Pasal35, Pasal37, Pasal42, atau Pasal 45 ayat (3) dikenai sanksi
administratif berupa:
1. tegurantertulis;
2. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
3. pencabutan izin usaha.
c. Sanksia dministratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan oleh
Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksia dministratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
2. Ketentuan Pidana
Ketentuan pidana sebagai mana dijelaskan pada bab lima belas pasal 51
UU RI Nomor 30 Than 2009 tentang ketenagalistrikan, sebagai berikut :
a. Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) sehingga mempengaruhi
kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
b. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan
terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling
banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
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c. Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara
melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)






Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:1
1. Penelitian Yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif
dimulai analisis terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan
yang mengatur terhadap permasalahan di atas. Penelitian hukum secara
yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada
ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif
maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan
normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan
penerapan dalam prakteknya.
2. Penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan untuk
mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan
metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta
yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran
secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.
B. Populasi dan Sampel
Populasi  adalah seluruh kategori yang menjadi objek penelitian. Populasi
dalam penelitian  ini  adalah  seluruh pelaksanaan perlindungan  hukum  bagi
konsumen listrik PT.PLN Cabang Makassar. Oleh karena populasi sangat luas dan
1 Ronny Hanintijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1988),h.76.
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besar sehingga tidak mungkin untuk meneliti  seluruhnya,  maka  diambil
sebagian dari  objek untuk diteliti  sebagai sampel. H.L Manheim mengemukakan
“ …a sample  is used when  the research design calls for the collection of
information from or about a population which is so  large  or so  widely  scattered
as  to  make  it impractical  to observe  all the individuals in the population”2
Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah   non Random Sampling
dengan cara purposive sampling   yaitu suatu teknik pengambilan sampel  untuk
memperoleh  suatu  jumlah  tertentu  berdasarkan unsur-unsur  yang  diinginkan
dengan  cara memilih unsur-unsur  yang memiliki  ciri-ciri tertentu  yang  sesuai
dengan bahan penelitian hukum. Dalam  menggunakan  metode  purposive
sampling,  cara  menentukan  sampel  berdasarkan  tujuan  tertentu haruslah
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Harus  didasarkan pada ciri-ciri,  sifat-sifat,  atau karakteristik tertentu yang
merupakan ciri-ciri utama populasi
2. Subyek  yang  diambil  sebagai  sampel  harus  benar-benar merupakan
subyek  yang  paling  banyak  mengandung  ciri-ciri yang terdapat pada
populasi
3. Penentuan karakteristik populasi  dilakukan dengan  teliti  dalam studi
pendahuluan
Dengan  demikian  yang  menjadi  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah
sebagian pelaksanaan perlidungan hukum  bagi  konsumen listrik PT.PLN  pada
2 Soerjono sukanto, Pengantar Penelitian hukum (Jakarta: Universitas Indonesia press,
1984), h.26.
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area  pelayanan dan  jaringan  PT  PLN Cabang Makassar.  Sedangkan  yang
menjadi  sumber  informasi  atau  responden dari penelitian ini adalah:
a. 1  (Satu)  orang  staf  bagian  pemasaran area  pelayanan  Konsumen
PT.PLN Cabang Makassar.
b. 5 (lima) orang konsumen   PT.PLN di Makassar.
C. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:3
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian
dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung
pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari, seperti Al-Quran dan
As-Sunnah, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang
ketenagalistrikan, dan peraturan pemerintah.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari
berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data
sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti Tafsir Al-Qur’an,
buku-buku, hasil penelitian, artikel ilmiah, makalah, dokumen yang
berkaitan dengan penelitian dalam hal ini PT. PLN (Persero) Cabang
Makassar.
3 http: zona prasko blogspot.com.data primer dan data sekunder. Html.18-06-2013
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D. Teknik Pengumpulan Data
Di  dalam  pengumpulan data  diusahakan  sebanyak  mungkin data  yang
diperoleh  atau  dikumpulkan  mengenai  masalah-masalah  yang  berhubungan
dengan penelitian ini, yaitu :
1. Data primer.
Yaitu data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumbernya.  Pengumpulan data
dilakukan dengan cara :
a. Observasi atau pengamatan.
Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan
yang sedang berlangsung. Penelitian  ini  dilakukan dengan  cara
pengamatan  langsung terhadap  masalah-masalah  yang  terjadi terhadap
pelaksanaan perlindungan  hukum  bagi  konsumen  PT.PLN Cabang
Makassar.
b. Interview atau wawancara.
Dilakukan dengan  cara  wawancara  yang  menggunakan  tanya jawab
langsung  kepada  pihak-pihak  yang  terkait  dalam  pelaksanaan
perlindungan  hukum  bagi  konsumen  PT.PLN Cabang Makassar.
2. Data sekunder.
Yaitu data  yang  pengambilannya  diperoleh dari  studi  kepustakaan dengan
jalan mempelajari buku-buku kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi
penemuan  yang  ada  kaitannya  dengan pokok permasalahan di dalam
penelitian  ini.  Studi  kepustakaan  yang  dilakukan  utuk  memperoleh data
sekunder dibidang hukum dapat dibedakan menjadi:
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a. Bahan Hukum Primer
Peraturan perundang-undangan  yang  erat  kaitannya  dengan  masalah-
masalah  yang  akan diteliti  guna  mendapatkan  landasan  teori  untuk
menyusun skripsi. Peraturan perundangan yang digunakan antara lain :
1. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan
Konsumen.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan
b. Bahan Hukum Sekunder
Buku-buku dan  artikel-artikel  yang  terkait  dengan penelitian  yang
dilakukan oleh peneliti mengenai pelaksanaan perlindungan hukum bagi
konsumen listrik PT.PLN Cabang Makassar
c. Bahan Hukum Tersier
Kamus-kamus dan Ensiklopedia yang mendukung peneliti dalam
penelitian  mengenai  pelaksanaan  perlindungan hukum  bagi  konsumen
listrik PT. PLN Cabang Makassar
E. Teknik  Analisis Data
Tahap analisis data merupakan tahap yang paling menentukan, sebab pada
tahap inilah seorang peneliti harus mampu menelah semua data yang diperoleh
baik data primer maupun data skunder. Analisis data ini berdasarkan pada data
yang terkumpul dari hasil penelitian yang diklarifikasikan sesuai dengan
kebutuhan dan tujuan penelitian. Selain itu analisis data dapat diberi arti sebagai
makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian itu sendiri.
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Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang tentang cara-cara yang
menggambarkan bagaimana data yang sudah terkumpul dipergunakan untuk
memecahkan permasalahan yang sedang dikaji. dalam penelitian ilmu hukum
empiris, peneliti membangun teorinya dengan menganalisa fakta-fakta social
melalui bantuan hukum atau sebaliknya hukum itu dijelaskan melalui bantuan
fakta fakta sosial yang ada dan berkembang dalam masyarakat.
Teknik analisis data pada dasarnya adalah analisis deskriptif yang diawali
dengan mengelompokkan data dan informasi yang diperoleh di lapangan.
Kemudian dilakukan interpretasi dan analisis secara keseluruhan agar
mendapatkan gambaran hasil secara utuh. Sedangkan menurut Miles dan
Huberman analisis data empiris terdiri dari 3 alur kegiatan yaitu :
1. Reduksi Data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada
penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data.
2. Penyajian Data, merupakan suatu bentuk kumpulan informasi yang
tersusun dan dapat memberikan kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi, yaitu data yang telah diperoleh di
lapangan sedemikian rupa kemudian dilakukan analisis dan interprestasi
terhadap data tersebut untuk memperoleh hasil yang sebenarnya.
Akan tetapi sebelum dilakukan tiga alur analisis tersebut hal pertama
yang penting harus dilakukan adalah Pengumpulan Data yaitu proses perolehan
data dari hasil observasi dan interview.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. HASIL PENELITIAN
1. Profil Perusahaan PT. PLN (Persero)
Sejarah ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika
beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk keperluan
sendiri. Pengusahaan tenaga listrik tersebut berkembang menjadi untuk kepentingan
umum, dimulai dengan perusahaan swasta Belanda yaitu NV. NIGM yang
memperluas usahanya dari hanya di bidang gas ke bidang tenaga listrik. Selama
Perang Dunia II berlangsung, perusahaan-perusahaan listrik tersebut dikuasai oleh
Jepang dan setelah Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan-
perusahaan listrik tersebut direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan
September 1945 dan diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 1945 Presiden Soekarno membentuk
Jawatan Listrik dan Gas, dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik hanya sebesar
157,5 MW saja. Tanggal 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi
BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di
bidang listrik, gas dan kokas. Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan
dibentuk 2 (dua) Perusahaan Negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang
mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas. Saat
itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW. Tahun 1972,
Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai
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Perusahaan Umum Listrik Negara. Tahun 1990 melalui Peraturan Pemerintah Nomor
17, PT. PLN ditetapkan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan.
Tahun 1992, Pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada sektor
swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Sejalan dengan
kebijaksanaan di atas, pada bulan Juni tahun 1994 status PT. PLN dialihkan dari
Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Membaiknya
perekonomian nasional merupakan tantangan bagi PT. PLN untuk bangkit kembali
setelah bertahun-tahun sebelumnya menghadapi krisis yang berkepanjangan akibat
krisis moneter. Sedang, lingkungan bisnis yang sarat dengan kompetensi akan
merupakan tantangan bagi PT. PLN sebagai perusahaan listrik terbesar untuk tetap
eksis.
Upaya untuk meningkatkan investasi sarana penyediaan tenaga listrik dan
pelayanan kepada pelanggan, yang merupakan usaha untuk tetap dapat
mempertahankan dan melaksanakan tanggung jawab PT. PLN dalam menjamin
kelangsungan penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat akan terus ditingkatkan.
Upaya peningkatan kemampuan perusahaan tersebut diharapkan akan memberikan
nilai tambah bagi pelanggan, perusahaan dan pemegang saham.1
Dalam menjalankan roda perusahaan supaya tetap eksis dalam bisnis
kelistrikan di Indonesia, maka PT. PLN terus berupaya dalam meningkatkan dan
mengembangkan Visi dan Misi perusahaan. Visi PT. PLN adalah: diakui sebagai
1 Brosur : PROFIL PERUSAHAAN PT. PLN (PERSERO), Listrik Untuk Kehidupan Yang
Lebih Baik, tanpa halaman. 2013
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perusahaan kelas dunia yang bertumbuh berkembang, unggul dan terpercaya dengan
bertumpu kepada potensi insani. Adapun yang menjadi Misi dari perusahaan listrik
terbesar ini adalah:
1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi kepada
kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham.
2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat.
3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi.
4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.
Selain memiliki Visi dan Misi perusahaan, PT. PLN juga menerapkan nilai-
nilai perusahaan dalam setiap kegiatan operasional perusahaan, yaitu: “Saling
percaya, Integritas, Peduli dan Pembelajar”.
1. Peka-tanggap terhadap kebutuhan pelanggan.senantiasa berusaha untuk tetap
memberikan pelayanan yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan secara
cepat, tepat dan sesuai.
2. Penghargaan pada harkat dan martabat manusia.menjunjung tinggi dengan
segala kelebihan dan kekurangannya, serta mengakui dan melindungi hak-hak
asasi dalam menjalankan bisnis.
3. Integritas.menjunjung tinggi nilai kejujuran, integritas, dan obyektifitas dalam
pengelolaan bisnis.
4. Kualitas Produk untuk ditingkatkan secara terus menerus dan terukur serta
menjaga kualitas lingkungan dalam menjalankan perusahaan.
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5. Peluang yang sama untuk memajukan seluas-luasnya kepada setiap anggota
perusahaan untuk berprestasi dan menduduki posisi sesuai dengan kriteria dan
kompetensi jabatan yang ditentukan.
6. Inovatif, bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan semua anggota
perusahaan, menumbuhkan rasa ingin tahu serta menghargai ide dan karya
inovatif.
7. Mengutamakan kepentingan perusahaan, konsisten untuk mencegah terjadinya
benturan kepentingan dan menjamin didalam setiap keputusan yang diambil
ditujukan guna kepentingan perusahaan.
8. Pemegang saham dalam mengambil keputusan bisnis akan berorientasi pada
upaya meningkatkan nilai inventasi pemegang saham.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang membaik diharapkan
pertumbuhan listrik akan normal kembali. Prospek usaha PT. PLN pada dasar rumah
tangga maupun industri dan bisnis, merupakan peluang bisnis yang lebih besar karena
rasio electrifikasi dan konsumsi listrik perkapita masih rendah serta Indonesia sendiri
masih dalam tahap industrialisasi. Pada akhir tahun 2009, daya terpasang pembangkit
tenaga listrik PT. PLN mencapai 850 MW yang baru, berkapasitas pembangkitan
sesuai jenisnya adalah sebagai berikut :
1. Pembangkit Listrik di pelabuhan Sicanang.....................................125 MW
2. Pembangkit Listrik di Sibayak Karo dan Sipa Horas......................125 MW
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3. Pembangkit Listrik di Nagan Raya...........................................2 x 100 MW
4. Pembangkit Listrik di Pangkalan Susu……………..……….2 x 200 MW
2. Jenis-jenis Pelayanan PT. PLN (Persero) Cabang Makassar
Jenis-jenis pelayanan yang diberikan  oleh  PT.  PLN kepada konsumen
diuraikan sebagai berikut, yaitu:2
1. Pelayanan Pemberian Informasi Penyambungan Tenaga Listrik Kepada Calon
Pelanggan, Pelanggan dan Masyarakat Umum Lainnya
Dalam melaksanakan tugasnya Fungsi Pelayanan Pelanggan harus dapat
memberikan informasi kepada pelanggan, calon pelanggan dan masyarakat
umum lainnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyambungan listrik.
2. Pelayanan Permintaan Penyambungan Baru Pelayanan Permintaan
Penyambungan Baru dapat dilakukan dengan dua macam cara, yaitu:
a. Sistem paket
Sistem paket  adalah pelayanan permintaan penyambungan tenaga listrik baru
yang termasuk pelayanan pemasangan instalasi pelanggan.
b. Sistem bukan paket
Sistem bukan paket adalah pelayanan permintaan penyambungan tenaga
listrik baru yang tidak termasuk pelayanan pemasangan instalasi pelanggan.
2 Tata Usaha Langgan Bagi Deputy, Kepala Kontrin, Kepala Cabang, Kepala Bagian
Distribusi, Kepala Bagian Pelayanan Pelanggan, Kepala Rayon dan Kepala Ranting di PT. PLN
(Persero) Cabang Makassar
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3. Pelayanan Permintaan Perubahan Daya
Pelayanan Permintaan Perubahan Daya dilakukan apabila terjadi keadaan
yang daya tersambung harus disesuaikan dengan daya menurut ketentuan Tarif
Dasar Tenaga Listrik yang berlaku atau Perubahan Tegangan Listrik. Atas dasar
laporan hasil penelitian dan atau informasi yang diterima dari pencatatan,
kemudian Fungsi Pelayanan Pelanggan akan merekamnya ke dalam komputer
atau mencatat pada agenda TUL I-02.
4. Pelayanan Permintaan Berhenti Sebagai Pelanggan
a. Atas permintaan pelanggan
Yang dimaksud dengan permintaan berhenti sebagai pelanggan adalah
permintaaan berhenti sebagai pelanggan PLN yang diajukan oleh nama yang
tercantum dalam rekening listrik. Permintaan berhenti sebagai pelanggan tidak
dapat dipenuhi/dilayani apabila permintaan tersebut diajukan melalui telepon,
karena bermasalah (data tidak lengkap/tidak absah/terdapat hutang pelanggan
yang belum dilunasi)
Bagi pelanggan yang minta berhenti sebagai pelanggan, apabila kelebihan
Uang Jaminan Listrik (UJL) maka UJL harus dikembalikan kepada
pelanggansetelah diperhitungkan dengan tunggakan rekening listrik dan atau
kewajiban lainnya yang belum dilunasi.
b. Berhenti sebagai pelanggan bukan atas permintaan pelanggan yang
bersangkutan
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Permintaan berhenti sebagai pelanggan yang diajukan oleh orang/badan
hukum yang bukan pelanggan dijawab antara lain bahwa permintaan tidak
dapat dipenuhi karena peminta tidak tercatat sebagai pelanggan PLN.
5. Pelayanan Permintaan Perubahan Nama Pelanggan
Pelayanan Permintaan Perubahan Nama Pelanggan, terdiri dari:
a. Ganti nama pelanggan adalah perubahan nama pelanggan yang tidak berakibat
adanya perpindahan alas hak sebagai pelanggan listrik.
b. Balik nama pelanggan adalah perubahan nama pelanggan yang berakibat
adanya perpndahan alas hak sebagai pelanggan.
6. Pelayanan Permintaan Perubahan Golongan Tarif
Permintaan Perubahan Golongan Tarif adalah permintaan untuk merubah
golongan tarif dengan daya yang tetap. Permintaan perubahan golongan tarif
terdiri dari:
a. Perubahan atas permintaan pelanggan.
Permintaan perubahan golongan tarif ini atas dasar permintaan pelanggan
yang karena peruntukkan tenaga listriknya telah berubah.
b. Perubahan bukan atas permintaan pelanggan.
Perubahan golongan tarif bukan atas permintaan pelanggan, dimaksudkan
untuk merubah golongan tarif yang dilakukan oleh PLN sesuai
peruntukkannya atau karena untuk menyesuaikan dengan ketentuan TDL yang
berlaku.
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7. Pelayanan Permintaan Penyambungan Sementara
Pelayanan Permintaan Penyambungan Sementara adalah penyambungan
yang diperuntukkan untuk penyambungan daya atau penambahan daya jangka
pendek. Permintaan penyambungan sementara dapat diberikan untuk:
 Bangunan/persil yang sudah mendapat sambungan tenaga listrik yang sah.
 Bangunan/persil yang belum ada sambungan tenaga listrik yang sah.
8. Pelayanan Pembayaran Tagihan Susulan
Pelayanann Pembayaran Tagihan Susulan berfungsi melayani pelanggan
menerima dokumen sehubungan dengan proses penertiban pemakai aliran tenaga
listrik (P2TL) dari fungsi yang berwenang.
Fungsi pelayanan pelanggan menerima dokumen sehubungan dengan proses
P2TL dari fungsi yang berwenag.
a. Penetapan besarnya tagihan susulan
Fungsi pelayanan pelanggan berdasarkan dokumen P2TL yang diterima dari
fungsi yang berwenang akan menghitung besarnya tagihan susulan yang
kemudian ditetapkan oleh Kepala Cabang.
b. Pembayaran tagihan susulan
Untuk penerimaan pembayaran biaya tersebut dilakukan kegiatan mencetak
kwitansi dan merekam pembayaran dan tanggal bayar.
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9. Pelayanan Permintaan Pemutusan Sementara Dengan Penyambungan Kembali
Tenaga Listrik
Yang dimaksud Pelayanan Permintaan Pemutusan Sementara Dengan
Penyambungan Kembali Tenaga Listrik adalah pemutusan tenaga listrik karena
bangunan/instalasi pelanggan diperbaiki untuk jangka waktu tertentu maksimal
satu tahun dan yang bersangkutan masih tercatat sebagai pelanggan PLN.
Selama pemutusan sementara, rekening tetap diterbitkan (hanya biaya beban
saja). Apabila permintaan penyambungan kembali melebihi jangka waktu satu
tahun maka permintaan penyambungan tersebut diberlakukan sebagai permintaan
pemasangan penyambungan kembali dengan membayar Biaya Penyambungan
dan Uang Jaminan Pelanggan.
10. Pembongkaran Tenaga Listrik Tanpa Penyambungan Kembali
Yang dimaksud dengan Pembongkaran Tenaga Listrik Tanpa Penyambungan
Kembali adalah pembongkaran sambungan tenaga listrik yang tidak disambung
kembali pada pelanggan yang sama karena peraturan pemerintah
3. Keluhan Konsumen Listrik PT. PLN (Persero) Cabang Makassar
Kurangnya  pengetahuan konsumen  mengenai tenaga  listrik, menyebabkan
konsumen kurang  mengerti terhadap permasalahan  yang mungkin  timbul
dikemudian hari.  Beberapa  permasalahan    menyangkut layanan  jasa  tenaga  listrik
yang  dikeluhkan   konsumen  mengenai mutu tenaga  listrik  yang  dialirkan oleh
PT.PLN  adalah  mengenai  pemadaman listrik oleh  PT.PLN.  Pemadaman yang
dilakukan  secara  sepihak oleh  PT. PLN   dirasakan  sangat merugikan konsumen,
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terlebih  apabila  pemadaman dilakukan pada  malam  hari.  Sekarang  ini  konsumen
PT  .PLN  sangat bergantung  pada aliran  listrik oleh  PT.PLN.  Mulai  dari
kebutuhan  akan penerangan, sarana hiburan sampai alat menanak nasi
penggunaannya sangat bergantung pada aliran tenaga listrik.
Berdasarkan data  yang  ada  pada  Kantor  Area  Area pelayanan pelanggan
PT.PLN  Cabang Makassar,  konsumen pengguna  tenaga  listrik  tersebut,  tentu  ada
berbagai  pendapat  dari masing-masing  konsumen mengenai layanan jasa tenaga
listrik oleh PT.PLN.
Dalam  penelitian  ini  diperoleh data  melalui  wawancara  dengan  5 orang
responden  sebagai  berikut: Responden  pertama adalah  permasalahan yang
menimpa  konsumen  Kantor   PT.  PLN Cabang Makassar,  yaitu  Ibu Saleh3, yang
berdomisili  di  Jalan Monginsidi Lr. 1 Nomor 37 Makassar. Responden mempunyai
usaha katering.  Responden  mengeluhkan pemadaman  aliran  listrik dirumahnya
sering  terjadi  ketika  hujan  turun.  Lamanya  pemadaman  listrik dirumahnya pernah
terjadi hampir semalam penuh. Kejadian seperti ini sangat merugikan usaha
kateringnya,  karena  banyak bahan makanan yang membusuk. Belum lagi
pekerjaannya yang  terhambat  karena alat-alat untuk usaha kateringnya sebagian
menggunakan energi listrik.
3 Saleh Konsumen PT.PLN Cabang Makassar, (Wawancara: 23 April 2013)
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Responden kedua adalah Jamal Adri4 yang berdomisili di Kelurahan
Tamangapa.  Di  rumah  kontrakan yang responden  tinggali,  juga  sering mengalami
pemadaman  listrik ketika  hujan turun.  Responden  mengeluhkan pemadaman  listrik
oleh  PT.PLN  karena pemadaman ini menyebabkan ia terganggu dalam
menyelesaikan tugas-tugas yang  diberikan  kampusnya.  Tugas  tersebut  responden
kerjakan pada komputer,  pemadaman  lampu  membuatnya  harus  menunda
pekerjaannya sampai keesokannya harinya.
Responden ketiga  adalah  oleh Arifuddin5,  yang berdomisili  di Jalan
Pelanduk Kelurahan Maricaya Kecamatan Makassar. Responden bekerja  sebagai
guru di SLTP . Selain menjadi guru, responden juga memberikan les privat pada
murid-muridnya. Responden mengeluhkan  apabila  terjadi pemadaman listrik pada
malam  hari,  sebab hal  tersebut  sangat menganggu  aktifitasnya dalam memberikan
pelajaran pada muridnya.
Responden keempat  adalah  Sukarmin6 yang  beralamat  di Jalan
Mappanyukki, Lr. 4 B nomor 19. Responden  mengeluhkan  Pelayanan  PT.PLN,
yang   sering  melakukan pemadaman  listrik pada malam hari. Baginya pemadaman
aliran listrik oleh PT.PLN  cukup mengganggu,  karena  dengan padamnya aliran
listrik  sangat membatasi aktivitasnya.
4 Jamal Konsumen PT.PLN Cabang Makassar, (Wawancara: 9 Mei 2013)
5 Arifuddin Konsumen PT.PLN Cabang Makassar, (Wawancara: 17 Mei 2013)
6 Sukarmin, Konsumen PT.PLN Cabang Makassar, (Wawancara: 19 Mei 2013)
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Responden kelima  adalah Chandra Darusamin7yang berdomisili di jalan H.
Bau Nomor  30. Responden mengatakan di  perumahan tempat  responden  tinggal
sangat jarang  ada  pemadaman  listrik.  Jaringan listrik di  perumahannya  tidak
menggunakan kabel  udara  seperti  yang umumnya di pasang PT PLN, melainkan
menggunakan kabel tanam.
Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Kohari8. Responden mengatakan bahwa
di  daerah Makassar terdapat  perumahan  yang  sudah menggunakan kabel tanam.
Responden menambahkan, kabel tanam memang lebih  aman dan dapat menekan
gangguan-gangguan  terhadap  aliran  listrik. Aliran  listrik dapat terganggu  antara
lain disebabkan karena adanya  pohon atau ranting yang menempel pada kabel listrik.
Ranting yang menempel pada kabel  listrik dapat menyebabkan berkurangnya daya
yang dialirkan, apalagi apabila hujan  turun.  Sebab benda   yang  basah  merupakan
konduktor (mempunyai  daya  hantar  listrik),  akibatnya  daya aliran  listrik  PT.PLN
menjadi berkurang .
Selain contoh diatas PT.PLN pernah mendapat keluhan dari 11 warga
Kecamatan Makassar Kota Makassar. Warga  tidak hanya  menyampaikan
keluhannya  tetapi sekaligus  juga  meminta  ganti  rugi  atas  kerusakan barang
elektroniknya. Kerusakan  tersebut  disebabkan karena  tegangan  listrik  yang
dialirkan oleh PT.PLN  naik  secara  tiba-tiba.  Melalui  kesepakatan  antara  pihak
7 Chandra Darusamin, PT.PLN Cabang Makassar, (Wawancara: 3 Juni 2013)
8 Kohari, Staf Bagian Pemasaran PT.PLN Area Pelayanan Pelanggan Cabang Makassar
,(Wawancara: 7 Juni 2013).
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PT.PLN dengan  warga akhirnya  disepakati  bahwa   pihak  PT  PLN  bersedia
memberikan ganti rugi berupa perbaikan barang elektronik milik warga9.
B. PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen Listrik di PT. PLN (Persero)
Cabang Makassar.
Guna melindungi  konsumen PT.PLN dalam pemanfaatan jasa tenaga listrik
maka dalam perjanjian  jual beli tenaga  listrik disebutkan kewajiban dan  hak
konsumen  (Pihak kedua)  serta  PT.PLN  (Pihak pertama)  dalam penyelenggaraan
jasa tenaga listrik.
Hak PT.PLN termuat pada pasal 5 yaitu:
1. Dalam  rangka penyediaan dan penyaluran  tenaga  listrik kepada PIHAK
KEDUA, PIHAK PERTAMA berhak untuk :
a. Memasang  alat  pembatas  dan pengukur  (APP)  di  bangunan  /  Persil
milik PIHAK KEDUA
b. Memasuki  ataupun  melintas  diatas  dan  atau dibawah bengunan  / persil
PIHAK KEDUA dan menggunakannya untuk sementara waktu
c. Menebang  atau memotong  tumbuh-tumbuhan PIHAK KEDUA yang
membahayakan  atau  mengganggu kelangsungan penyaluran  tenaga
listrik
9 Sukirman, karyawan PT.PLN Cabang Makassar, (Wawancara: 7 Juni 2013).
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d. Memeriksa instalasi ditempat PIHAK KEDUA baik sebelum maupun
sesudah  mendapat  penyaluran  tenaga  listrik  maupun pemanfaatan
tenaga listrik oleh PIHAK KEDUA
e. Menentukan sistem penyambungan pada instalasi PIHAK KEDUA
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk menghentikan penyaluran tenaga listrik
tanpa  pemberian  ganti  rugi  dalam  bentuk  apapun kepada  PIHAK KEDUA
apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
a. Sebab kahar (force Majeure)
b. Terjadi gangguan pada instalasi PIHAK PERTAMA yang diakibatkan
oleh kegagalan operasi peralatan
c. Terjadi  sesuatu hal  pada  instalasi PIHAK PERTAMA  atau  instalasi
PIHAK KEDUA  yang  membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga
listrik dan/atau  kepentingan dan keselamatan jiwa manusia
d. Terjadi hal-hal yang dianggap yang membahayakan keamanan daerah
dan/atau keamanan negara
e. Terdapat  pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan,  perbaikan  gangguan,
perluasan  atau  rehabilitasi  instalasi  PIHAK  PERTAMA  yang
berhubungan dengan instalasi PIHAK KEDUA
3. PIHAK  PERTAMA  berhak mengambil tindakan  atas  pelanggaran  yang
dilakukan oleh PIHAK KEDUA terhadap perjanjian ini
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4. PIHAK  PERTAMA  berhak  atas  biaya  penyambungan  (BP)  yang  telah
dibayarkan oleh PIHAK KEDUA
Pasal 6 memuat tentang kewajiban PT.PLN , yaitu :
1. PIHAK  PERTAMA  berkewajiban  menyalurkan  tenaga  listrik dengan
mutu sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
2. PIHAK  PERTAMA  berkewajiban  menyalakan  listrik  PIHAK  KEDUA
selambat-lambatnya……hari  sesudah pihak kedua  menyelesaikan
kewajiban pada pasal 2 dan 3 serta telah menyerahkan jaminan instalasi. (
Pasal  2 berisi  tentang  biaya  penyambungan  aliran  listrik,  sedangkan
pasal 3 berisi tentang uang jaminan pelanggan )
3. PIHAK  PERTAMA  berkewajiban  melakukan perbaikan  /  penggantian
atas gangguan / kerusakan pada sambungan tenaga listrik dan / atau APP
dan / atau perlengkapan APP setelah ada laporan dari PIHAK KEDUA.
Pasal 7 memuat tentang  hak konsumen, yaitu :
1. PIHAK KEDUA berhak atas informasi dan penjelasan mengenai hal-hal
yang berkaitan dengan perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA  berhak untuk  mendapatkan pelayanan  tenaga  listrik
secara berkesinambungan dengan mutu sesuai dengan yang diperjanjikan
kecuali apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat
(2) perjanjian ini
3. PIHAK KEDUA  berhak  atas  pelayanan perbaikan  terhadap  gangguan
atau penyimpangan atas mutu tenaga listrik yang disalurkan
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4. PIHAK KEDUA  berhak  mendapat  kompensasi  berupa  reduksi  biaya
beban atas penghentian penyaluran tenaga listrik yang berlangsung terus-
menerus melebihi waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat ) jam yang
besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali bila penghentian
penyaluran tenaga listrik disebabkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
ayat (2) perjanjian ini.
5. PIHAK KEDUA  berhak  atas  pengembalian uang  jaminan  langganan
(UJL) setelah diperhitungkan dengan tagihan rekening listrik dan tagihan-
tagihan  lain  PIHAK KEDUA  yang belum  dilunasi  apabila  perjanjian
berakhir karena sebab apapun.
Sedangkan Pasal 8 memuat tntang kewajiban konsumen, yaitu:
1. PIHAK KEDUA wajib  tunduk pada  ketentuan persyaratan penyambungan
tenaga  listrik,  ketentuan  tentang  instalasi ketenagalistrikan,  ketentuan
tentang  tarif  Dasar  Listrik  (TDL)  dan ketentuan-ketentuan  lain yang
berkaitan dengan pelaksanaan  jual  beli tenaga listrik yang berlaku yang
dikeluarkan pemerintah
2. PIHAK KEDUA wajib  menyediakan  tempat  yang  aman untuk
pemasangan  alat  pembatas  dan pengukur  (APP)  milik  PIHAK
PERTAMA
3. PIHAK KEDUA wajib memberi  ijin kepada PIHAK PERTAMA  untuk
menggunakan haknya sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 perjanjian ini
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4. Pihak kedua  wajib  menjaga  instalasi  milik  PIHAK  PERTAMA  yang
terpasang di persil dan atau bangunan PIHAK KEDUA agar selalu dalam
keadaan baik dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila
ditemukan kelainan atau kerusakan
Pasal 9 memuat tentang pembayaran tagihan listrik bulanan, yaitu
1. PIHAK KEDUA wajib  membayar  harga  jual tenaga  listrik  yang
tercantum  dalam  rekening  listrik  setiap bulan  sesuai  dengan  tagihan
PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal  25 kecuali apabila tanggal  25
jatuh pada  hari minggu/hari libur resmi,  maka  pembayaran  diundur
sampai  dengan hari  kerja  berikutnya,  di tempat  pembayaran  PIHAK
PERTAMA yang telah ditentukan
2. Rekening untuk pemakaian  tenaga  listrik  PIHAK KEDUA  akan
diperhitungkan atas dasar jumlah pemakaian tenaga listrik selama 1 (satu)
bulan  sesuai  dengan hasil  pembacaan  dan pencatatan  meter  yang
dilakukan oleh petugas PIHAK PERTAMA
3. Harga  jual tenaga  listrik  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  Pasal ini  bisa
berubah dengan  atau  persetujuan  pihak kedua  disesuaikan  TDL  yang
berlaku, tanpa perlu di buatkan amandemen
4. PIHAK  KEDUA  membayar rekening  listrik  sesuai  dengan pemakaian
yang  terukur dalam alat pengukur PIHAK PERTAMA di lokasi PIHAK
KEDUA.  Kelebihan dan/atau kekurangan pembayaran  oleh  PIHAK
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KEDUA  akan diperhitungkan oleh  kedua  belah  pihak untuk
menyesuaikan dengan pemakaian yang sebenarnya.
Pasal 10 memuat sanksi keterlambatan pembayaran rekening bulanan, yaitu:
1. Apabila  PIHAK KEDUA  tidak dapat melunasi  rekening  listrik
sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  9  ayat  (1)  perjanjian  ini,  PIHAK
KEDUA  mendapat  surat  pemberitahuan pemutusan  sementara  dari
PIHAK PERTAMA dan dikenai biaya keterlambatan sesuai yang berlaku
untuk  setiap bulan keterlambatan dengan pemberitahuan  tertulis  dari
PIHAK PERTAMA, tanpa perlu dibuatkan Amandemen/Addendum
2. Penyaluran kembali  tenaga  listrik  yang  telah di  putus sementara  akan
dilakukan oleh PIHAK PERTAMA  setelah  semua  rekening  listrik yang
terhutang berikut biaya keterlambatannya dibayar oleh PIHAK KEDUA
3. Apabila  PIHAK KEDUA  tidak dapat melunasi  rekening  listrik  bulanan
yang terutang berikut biaya keterlambatan dalam jangka waktu 60 (enam
puluh)  hari  kalender  sejak  tanggal  surat  pemberitahuan  pemutusan
sementara,  maka  PIHAK  PERTAMA  berhak  melakukan pemutusan
rampung  berupa  penghentian penyaluran  tenaga  listrik dengan mengambil
sebagian  atau  seluruh  instalasi listrik  milik  PIHAK PERTAMA yang
terpasang pada bangunan / persil PIHAK KEDUA
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4. Pengambilan  sebagian  atau  seluruh    instalasi listrik  sebagaimana  di
maksud ayat  (3) Pasal  ini  tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA
atau  ahli  warisnya  untuk  melunasi  semua  rekening  listrik  terhutang
berikut biaya keterlambatannya setelah diperhitungkan dengan yang ada
5. Penyaluran kembali tenaga  listrik kepada PIHAK KEDUA yang diputus
rampung  sebagaimana dimaksud ayat  (3) Pasal  ini diperlakukan sebagai
sambungan baru dan hanya akan dilaksanakan  setelah PIHAK KEDUA
melunasi  biaya  penyambungan  baru  dan  sesuai  ketentuan  yang berlaku
serta  diwajibkan  terlebih dahulu  melunasi tunggakan  sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini
Secara sepintas pasal-pasal tersebut sudah melindungi konsumen dalam
pemanfaatan  jasa  tenaga  listrik.  Pasal  6 perjanjian  jual  beli tenaga  listrik
menguraikan  tentang  kewajiban  PT.PLN  agar memberikan pelayanan yang terbaik
kepada konsumen. Begitu  juga pada Pasal 7 yang memberikan  alasan hak kepada
konsumen dalam memanfaatkan jasa tenaga listrik.
Jika  dicermati,  pasal-pasal  tersebut tidak  banyak  memberikan perlindungan
hukum bagi konsumen. PT.PLN  dalam memberikan informasi dan penjelasan
mengenai barang dan/atau jasa hanya tertuang pada Pasal 7 (berisi hak pihak
konsumen). Pemberian  informasi dan penjelasan mengenai produk barang dan/atau
jasa,  seharusnya  juga ada pada Pasal 6 yang berisi tentang kewajiban pihak PT.PLN.
Perjanjian  jual beli  tenaga  listrik yang tidak mencantumkan kewajiban PT.PLN
untuk memberikan  informasi mengenai barang dan/atau  jasa dalam menjalankan
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usahanya  sangatlah  wajar.  Dikatakan  wajar  karena  Undang-Undang
Ketenagalistrikan  yang  menjadi landasan perjanjian jual beli tenaga listrik memang
mengatakan demikian.  Pasal  33 huruf  (b) Undang-Undang Ketenagalistrikan
berbunyi,  “pemegang  izin usaha  tenaga  listrik  wajib ” memberikan  pelayanan
yang  sebaik-baiknya  kepada  masyarakat  dan memperhatikan  hak-hak  konsumen
sesuai  dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku di  bidang
perlindungan konsumen”.  Peraturan perundang-undangan yang dimaksud tidak lain
adalah UUPK Pasal  33  Huruf  (b)  Undang-Undang  Ketenagalistrikan  memang
memberikan kewajiban bagi  pemegang  ijin penyedia  tenaga  listrik,  yang tidak
lain  adalah PT.PLN. Namun kewajiban yang diberikan hanya  sebatas pada
memperhatikan hak-hak  konsumen  sesuai  dengan peraturan perundangan-undangan
yang  berlaku di  bidang  perlindungan konsumen.
Pengaturan  yang  demikian  penerapannya  sangat  berbeda  dengan  apa
yangada  di  UUPK.  UUPK  selain  memberikan hak pada  konsumen  juga
memberikan kewajiban kepada pelaku usaha, seperti yang diatur pada pasal 7 huruf  b
yaitu  tentang  pelaku usaha  adalah  “memberikan  informasi  yang benar,  jelas dan
jujur mengenai kondisi dan  jaminan barang dan/ jasa  serta memberi penjelasan
penggunaan , perbaikan dan pemeliharaan.”  Konsumen akan  sangat dirugikan  jika
pemberian  informasi  mengenai barang dan/atau  jasa  hanya  sebatas hak yang
dimiliki konsumen.
Kata hak yang  terdapat pada perjanjian  jual beli  tenaga  listrik, maupun yang
terdapat pada  undang-undang  ketenagalistrikan   pemenuhannya  sangat tergantung
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pada  sikap  aktif  dari  konsumen. Dengan kata  lain  apabila  konsumen  tidak
meminta  informasi  kepada  PT.PLN  maka,  PT.PLN  tidak  mempunyai kewajiban
untuk  memberikan  informasi mengenai  barang  dan/jasa  yang diperdagangkan.
Padahal informasi yang benar, jujur dan jelas mengenai barang dan/atau jasa yang
diberikan oleh PT.PLN  sangat penting bagi konsumen.  Informasi penting  bagi
konsumen dalam  pemanfaatan  jasa  tenaga  listrik  adalah mengenai tingkat mutu
dan  pelayanan  yang  dimiliki  oleh  PT.PLN.  Sebab tingkat mutu dan  pelayanan
PT.PLN  merupakan  standar  kerja  PT.PLN. Apabila konsumen mengetahui tentang
tingkat mutu dan pelayanan PT.PLN maka  setidaknya  konsumen  akan  mengerti
standarisasi  mutu pelayanan PT.PLN. Dengan demikian apabila mutu dan pelayanan
PT.PLN tidak sesuai dengan  tingkat mutu dan pelayanan  yang  dimiliki  oleh
PT.PLN   maka masyarakat dapat mengajukan keluhannya kepada PT.PLN.
Ketidaktahuan konsumen akan hak-haknya menjadikan konsumen tidak bisa
berbuat  banyak  terhadap kerugian  yang  dideritanya  sebagai  akibat pemanfaatan
jasa  tenaga  listrik. Berdasarkan wawancara dengan Responden keempat,  terungkap
bahwa  di  daerah  tempat  tinggalnya  pernah  terjadi pemadaman listrik sampai
semalam suntuk. Kejadian ini bisa terjadi sampai 3 kali dalam sebulan. Sehingga bisa
dikatakan bahwa pemadaman terjadi lebih dari  19  jam /  bulan.  Padahal  sesuai
dengan deklarasi  tingkat  mutu dan pelayanan  PT.PLN  untuk  Cabang Makassar,
lama  gangguan  perpelanggan  maksimal  19  jam /  bulan.  Dalam  hal ini  PT.PLN
tidak bisa menjamin  mutu barang  dan/  jasa  yang  diperdagangkannya.  Hal  ini
bertentangan dengan pasal  7 huruf  (d) UUPK  yang memberikan kewajiban pelaku
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usaha untuk  “menjamin mutu barang dan/jasa  yang diproduksi dan atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan  standar mutu barang dan  / jasa yang
berlaku.”
Pembuat  UUPK  sudah  mengerti  dengan resiko  yang  akan dihadapi
konsumen  seperti  diatas.  Dengan  tingkat  pendidikan dan  wawasan  yang kurang,
pemberian  informasi  mengenai  barang dan/jasa  tidak  bisa  hanya sebatas  hak
konsumen. Untuk  melindungi  konsumen, UUPK memberikan kewajiban pelaku
usaha  untuk  memberikan  informasi  mengenai  barang dan/atau  jasa kepada
konsumennya. Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 7 huruf  (b)  UUPK  yang berisi
kewajiban pelaku usaha,  yaitu  ”memberikan informasi yang benar,  jelas dan  jujur
mengenai kondisi dan  jaminan barang dan/atau  jasa  serta  memberi  penjelasan
penggunaan,  perbaikan  dan pemeliharaan.”
Pada kenyataannaya dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik yang
ditandatangani  oleh   pihak    PT.  PLN  Cabang Makassar  dan konsumen  pada awal
penyambungan  aliran  listrik,  tidak  memuat mengenai tingkat mutu dan pelayanan
jasa  tenaga  listrik  yang  dimiliki  oleh  PT.PLN  Cabang Makassar.Ketentuan-
ketentuan yang mengatur bila  timbul akibat-akibat yang mungkin terjadi dari
pemakaian  layanan  jasa  tenaga  listrik,  juga  tidak  termuat dalam surat perjanjian
jual beli tenaga listrik  Surat  perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik  yang  dibuat  PT.
PLN  hanya memuat tentang masalah penyambungan  tenaga  listrik,  hak dan
kewajiban konsumen maupun PT.PLN, larangan tertentu bagi konsumen, keadaan
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force majeur,  tata cara  pembayaran  rekening  listrik,  penyelesaian perselisihan
dalam pelaksanaan perjanjian.
Permasalahan mengenai pemanfaatan jasa tenaga listrik yang mungkin
dialami oleh konsumen tidak termuat dalam Surat perjanjian jual beli tenaga listrik.
Oleh karena  itu,  surat perjanjian  jual beli  tenaga  listrik  yang dibuat secara
sepihak  oleh  PT.PLN merupakan  perjanjian  yang  berat  sebelah dan tidak
memberikan perlindungan kepada  konsumen..  Perjanjian  ini lebih menitikberatkan
pada kepentingan dari pihak PT.PLN selaku pelaku usaha.
Namun demikian PT.PLN bukan berarti tidak pernah memberikan ganti rugi
kepada  konsumennya.  PT.PLN  pernah memberikan ganti  rugi  berupa perbaikan
alat-alat  elektronik  warga  .  Alat-alat  elektronik  warga tersebut mengalami
kerusakan karena tegangan listrik dari PT.PLN naik secara tiba-tiba.
Tidak  adanya  ketentuan mengenai  pelaksanaan dan bentuk  ganti  rugi yang
diberikan oleh  PT.PLN  dalam  surat  perjanjian  jual  beli tenaga  listrik bukan
berarti PT.PLN dapat melepaskan tanggung jawabnya. Tindakan pihak PT.PLN yang
memberikan ganti rugi atas kerusakan alat-alat elektronik milik warga    memberikan
kesan  kepada  konsumen bahwa  PT.PLN berkewajiban  memberikan ganti  kerugian
akibat mutu dan pelayanan PT.PLN yang tidak layak.
Apabila  didasarkan pada  pasal  7 huruf  (f)  UUPK  maka PT.PLN
mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti  rugi, dan/ atau
penggantian atas kerugian akibat pemanfaatan jasa tenaga listrik. Pada Pasal 7 huruf
(f) UUPK  berbunyi:  pelaku usaha  berkewajiban untuk  “ Memberi kompensasi,
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ganti  rugi, dan/atau penggantian  atas  kerugian  akibat penggunaan,  pemakaian dan
pemanfaatan barang  dan/ jasa  yang diperdagangkan”.
2. Upaya-upaya yang diakukan konsumen dan PT. PLN dalam mewujudkan
perlindungan hukum kelistrikan di PT. PLN (Persero) Cabang Makassar
Seperti  yang  telah diuraikan diatas,  perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik
belum  sepenuhnya  melindungi  konsumen.  Banyak permasalahan  mengenai
pemanfaatan jasa tenaga listrik yang dialami oleh konsumen tidak termuat dalam
perjanjian  jual  beli tenaga  listrik.  Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan
responden,  terungkap  bahwa  banyak  responden  yang  mengeluhkan  seringnya
pemadaman aliran  listrik pada waktu hujan  turun. Lamanya pemadaman sangat
bervariasi,  bisa  hanya  selama  satu  jam,  dua  jam  bahkan  satu  malam  penuh.
Padahal  konsumen berhak mendapatkan  aliran  listrik  selama  dua  puluh
empat jam. Sikap-sikap  yang  diambil  oleh konsumen dalam  menghadapi  masalah
mengenai pemanfaatan tenaga listrik pun bermacam-macam. Sebagian konsumen
mengambil sikap diam saja  tanpa berbuat apapun, Ada yang menelpon PT.PLN
sekedar menyampaikan keluhannya  sampai  ada  yang meminta  ganti  rugi  atas
kerugian yang dideritanya.
Berdasarkan  wawancara  dengan  responden kedua,  responden  memilih
mengambil  sikap untuk diam. Baginya  keluhan  yang  disampaikan ke  PT.PLN
tidak merubah  keadaan. Hal  yang  sama  juga  dilakukan oleh  responden ketiga.
Responden  enggan  menyampaikan keluhannya  langsung  ke  PT.PLN,  sebab
tetangganya ada  yang bekerja  sebagai  karyawan  PT.PLN.  Responden  lebih
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memilih untuk menyampaikan keluhannya melalui tetangganya tersebut, dengan
harapan penanganan terhadap keluhannya akan lebih cepat. Berbeda seperti yang
dilakukan kedua  responden  sebelumnya,  ketiga  responden  lainnya  masing-
masing  responden  pertama,  keempat  dan kelima  memilih  menyampaikan
keluhannya melalui telepon.
Untuk  memberikan pelayanan  yang  baik bagi  konsumennya,  PT.PLN
menyediakan unit  jaringan.  Keluhan konsumen dapat  disampaikan  melalui nomor
telepon 123 atau datang langsung ke Jalan Pemuda Nomor 93 Semarang. Melalui
unit jaringan keluhan konsumen tidak hanya ditampung dan didengarkan tetapi  juga
ada  tindak  lanjutnya,  seperti  yang  diungkapkan oleh  responden kelima.
Responden mengatakan bahwa penanganan gangguan terhadap instalasi listrik
cukup  cepat.  Pihak  PT.PLN  juga cepat  dalam menangani  dan  mencari alternatif
dalam menangani dan mencari alternatif dalam mengalirkan listrik
Meskipun upaya  hukum  yang  dilakukan kelima  responden  maksimal
berupa  telepon ke  PT.PLN,  namun  sebenarnya  mereka  berhak  mengajukan
gugatan  terhadap kerugian yang dideritanya. Pengaturan mengenai penyelesaian
sengketa  antara konsumen dengan pelaku usaha  terdapat dalam Bab X UUPK.
Pasal 45 UUPK mengatur :
1. Setiap konsumen  yang  dirugikan dapat menggugat  pelaku usaha melalui
lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa antara  konsumen dan
pelaku usaha  atau  melalui  badan peradilan  yang  berada  di lingkungan
peradilan umum
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2. Penyelesaian  sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau
melalui luar  pengadilan berdasarkan pilihan  sukarela  para  pihak  yang
bersengketa
3. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam
Undang-undang
4. Apabila  telah dipilih upaya  penyelesaian  sengketa  konsumen  di luar
pengadilan,  gugatan  melalui  pengadilan hanya  dapat  ditempuh  apabila
upaya  tersebut  dinyatakan  tidak berhasil  oleh  salah  satu pihak  atau oleh
para pihak yang bersengketa
Berdasarkan pasal tersebut  konsumen  yang  dirugikan keselamatan
badannya,  keamanan  jiwanya,  atau harta  bendanya  dalam  pemanfaatan  jasa
tenaga  listrik dapat mengajukan  gugatan  terhadap  PT.PLN  melalui  peradilan
umum   ataupun  melalui  badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  (BPSK).
Putusan  BPSK  tersebut  dapat  dimintakan penetapan  eksekusinya  kepada
pengadilan negeri di tempat konsumen dirugikan (Pasal 57 UUPK).
Lebih lanjut  penjelasan  Pasal  45  ayat  (2)  menguraikan:  penyelesaian
sengketa  konsumen  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  ini tidak  menutup
kemungkinan penyelesaian damai  oleh para  pihak  yang  bersengketa.  Yang
dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan
oleh kedua belah pihak yang bersengketa  tanpa melalui pengadilan  atau badan





1. Pada  kenyataannya  perlindungan hukum  terhadap  konsumen  PT.PLN
dalam pemanfaatan jasa tenaga listrik belum sepenuhnya diberikan oleh
PT.PLN. Surat perjanjian  jual  beli  tenaga  listrik  yang  merupakan
landasan  hukum  dalam penyaluran  tenaga  listrik,  masih  mempunyai
kekurangan.  Didalamnya  tidak memuat kewajiban pelaku usaha untuk
memberikan informasi yang benar, jujur dan jelas tentang barang dan/jasa
yang diperdagangkan, sebagaimana yang diatur dalam  Pasal  7 huruf  (b)
UUPK.  Surat  perjanjian  jual  beli tenaga  listrik  juga memuat
ketentuan-ketentuan  yang  mengatur  bila  timbul  akibat-akibat  tertentu
dalam pemanfaatan jasa tenaga listrik.
Pemberian  informasi yang benar,  jujur dan  jelas sangat penting untuk
diketahui oleh konsumen.  Sebab dengan  informasi  yang  didapat,
konsumen dapat meningkatkan kesadaran,  kemampuan dan kemandirian
konsumen dalam melindungi  diri.  Dengan demikian konsumen  akan
lebih  mampu dalam memutuskan   tindakan yang  tepat apabila merasa
dirugikan akibat pemanfaatan jasa tenaga listrik
2. Banyak pilihan   upaya-upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan konsumen
listrik apabila dirugikan oleh PT.PLN Cabang Makassar dalam
pemanfaatan  jasa  tenaga  listrik. Konsumen dapat  menyampaikan
keluhannya  melalui  nonor  telepon 123  atau datang  sendiri  ke  Jalan
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Monginsidi Makassar.  UUPK  sendiri telah mengatur  apabila  konsumen
memilih  menyelesaikan  sengketanya  melalui peradilan umum  ataupun
melalui  Badan  Penyelesaikan  Sengketa  Konsumen (BPSK).  Lebih
lanjut  penyelesaian  sengketa  konsumen dengan  pihak  PT.PLN tidak
menutup kemungkinan melalui  penyelesaian damai.  Penyelesaian damai
yang  dimaksud  adalah penyelesaian  yang  dilakukan   oleh kedua  belah
pihak yang  bersengketa  tanpa melalui  pengadilan  atau badan
penyelesaian  sengketa konsumen dan  tidak bertentangan dengan undang-
undang  dalam  hai  ini adalah undang-undang perlindungan konsumen
B. Saran
1. PT.PLN  diharapkan  dapat  memperbaiki  isi  surat  perjanjian jual  beli
tenaga listrik, karena isinya tidak dapat memberikan perlindungan kepada
konsumen.
2. PT.PLN  diharapkan dapat mengganti  kabel  udara  dalam  menyalurkan
tenaga listrik dengan kabel  tanam, karena pemakaian kabel  tanam dapat
meningkatkan mutu pelayanan PT.PLN kepada konsumen.
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